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ABSTRACT 
 
So much the phenomenon of violence and crime against children into a harsh spotlight from various 
circles. Based on Article 20 of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, the duty and 
responsibility for the organization of child protection is the state, government, community, family and 
parents. The purpose of this study is the policy of legal protection against child victims of domestic 
violence. The authors take a sample on a case study of violent crime against children in view of the 
current law. The results show that there are various efforts from the community and the government 
(through its law enforcement officers), such as providing protection from various threats that can 
endanger the life of the victim, providing adequate medical and legal aid, fair trial and judicial process 
against the perpetrators. 
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PENDAHULUAN 
Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib 
suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan 
penentu perkembangan bangsa tersebut.
1
 Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat ini 
disebabkan Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri yang telah melunturkan 
nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, etika, 
moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan 
tertentu. Pada umumnya masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak urusan 
"dapur" satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan 
tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal 
menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai 
orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak 
kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam 
                                                             
1
 Wagiati Sutedjo. 2010. Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga, Refika Aditama, Bandung, hal 5. 
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menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang 
manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai 
keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Hirarki sosial yang 
diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih 
banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang 
di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.
2
 
Kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non ferbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi 
sasarannya.
3
  
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga pada Pasal 2 terkait ruang lingkup pada Pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk 
dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan 
implisit dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 
5 ayat (1) butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan 
pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang akan, sedang, atau telah diberikannya“4 Sebagai contoh Seorang ayah tega menyodomi anak 
tirinya yang masih berusia 15 Tahun di Kalimantan dan bocah berumur 13 Tahun dicabuli tiga pemuda 
di sebuah kamar kos di Kota Bogor dan para pelaku pencabulan ini merupakan teman korban yang baru 
dikenalnya. Dalam ketentuan umum Pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi 
satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian 
terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap 
anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak 
the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan 
prinsip menghargai pandangan anak.
5
 
Pembicaraan tentang perlindungan hukum bagi anak, rasanya tak dapat dilaksanakan dengan 
pembicaraan tentang apa yang menjadi hak anak itu. Hak-hak anak hanya dapat difahami melalui 
penelusuran perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak. Di lingkungan masyarakat 
internasional dikenal sebagai “Kesepakatan dunia” tentang hak-hak anak, antara lain misalnya : 
                                                             
2
 Sulaiman Zuhdi Manik, 2011. Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga. From 
http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911 212313, 12 September 2011 
3 Erfaniah Zuhriah, 2008, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut, UIN Press, 
Malang, hal.23. 
4
 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan 
Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal.122. 
5
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Deklarasi Jenewa tentang hak-hak anak Tahun 1924, Deklarasi Hak-hak Anak dengan 10 asasnya 
Tahun 1958, dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
6
 Konvensi hak anak Tahun 1989 yang disepakati 
dalam sidang majelis umum (general assembly) PBB ke- 44, yang selanjutnya telah dituangkan dalam 
Revolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi hak anak ini merupakan hukum 
internasional yang mengikat negara peserta (state parties), termasuk Indonesia.
7
 Sedangkan dari 
pengertiannya, Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, kentetraman, kesejahteraan dan 
kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.
8
  
Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum dapat difungsikan 
tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya 
tidak sekedar adaptif dan fleksibel namun juga predektif dan antisipatif.
9
 Hukum dapat pula difungsikan 
untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan 
pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan 
perubahan. Hukum dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan 
politik. Hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah 
subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan ekstensi subyek hukum 
yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara teroganisir dalam proses 
pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada 
peringkat individu maupun struktural.
10
 
Menyikapi maraknya kasus kekerasan pada anak, Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
telah menangani semua kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 
maupun Undang-Undang (UU) yang berlaku. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul: “Kebijakan Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Kontribusi Upaya 
Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”. Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban 
kekerasan dalam rumah tangga dalam pembaharuan hukum yang berjalan saat ini ?; Bagaimana 
kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan kontribusi 
                                                             
6
 Romli Atmasasmita, 1997, et.al., Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 85 
7
 Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak 
Anak, Citra Aditya, Bandung, hal. 33 
8
 Abintoro Prakoso, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal.3 
9
 Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Sesuatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 123. 
Dikutip pada Abintoro Prakoso, 2014, Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hal. 3. 
10
 Abintoro Prakoso, Op. Cit, hal. 4. 
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upaya pembaharuan hukum pidana nasional ?; Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam 
implementasi perubahan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Hukum 
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 
PEMBAHASAN 
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah
11
 
Menurut UU No 23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak dalam kandungan.
12
 Menurut Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam proses perlindungan anak, kita berpegang teguh 
pada prinsip perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak berazaskan Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip–prinsip konvensi hak anak13 yaitu: 
1. Non Diskriminasi; 
2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak; 
3. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan; 
4. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak. 
Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dalam Pembaharuan Hukum Yang Berjalan Saat Ini. 
Kejahatan atau tindak pidana yang dibahas adalah kejahatan yang diatur dalam Undang - Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan 
korban anak yang masih dibawah umur oleh orang tuanya. Selain dari pemerintah yang telah 
memberikan payung hukum bagi terciptanya perlindungan terhadap anak, orang tua, dan kesadaran 
sangat diperlukan demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia. Karena suatu aturan 
sebagaimanapun ketatnya jika tidak didukung kesadaran dalam diri sendiri tidak akan berjalan dengan 
baik. 
Dibandingkan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran seringkali 
kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap 
tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang dianiaya secara fisik. 
                                                             
11
 Undang – Undang Perlindungan Anak, 2012, Sinar Grafika. 
12
KPAI, 2006, Tentang Perlindungan Anak,, KPAI, Jakarta, hal 21 
13
 Redaksi (Penghimpun), 2008, UU Perlindungan Anak 2002, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 
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Selain masalah hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa anak tersebut memintanya. 
Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak 
maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konveksi 
Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi 
nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan 
berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari 
perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial. 
Terkadang orang tua menganggap tindakan penelantaran terhadap anak, ataupun pemberian 
pelajaran yang disertai dengan hukuman secara fisik bisa melukai anak bukan hanya badan atau 
jasmaninya melainkan juga terhadap jiwa dan kepribadian si anak. Anak menjadi tidak bisa 
berkembang secara mandiri karena ketakutan dalam jiwanya, akalnya pun tidak bisa secara maksimal 
dikembangkan.  
Namun dalam masyarakat masih berkembang pemikiran yang salah bahwa hukum di negara kita 
bisa dibeli. Hal ini dikarenakan banyak kasus yang melibatkan anak para pejabat atau penguasa ini 
yang tidak terjamah ataupun ketika sampai di meja pengadilan akan hilang begitu saja. Disinilah 
ditantang para aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus yang ada di 
Indonesia. 
Anak merupakan generasi penerus bangsa, maka diperlukan langkah yang pasti dalam menciptakan 
sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas dan mampu bersaing dalam memajukan negeri ini.  
 
Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Dengan Kontribusi Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. 
Perlindungan korban (tentunya termasuk anak), dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat 
abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya 
merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), 
seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan 
bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat 
materiil maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau 
restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi 
dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. 
Selain masalah hak-hak anak yang harus dilindungi dan diberikan tanpa anak tersebut memintanya. 
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Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak 
maka pemerintah membentuk suatu komisi yaitu Komisi Perlindungan Anak, karena dalam Konveksi 
Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa setiap negara yang turut meratifikasi harus memiliki komisi 
nasional. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan 
berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar anak-anak terhindarkan dari 
perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial. 
Dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup membantu untuk 
mengatasi maraknya tindakan kekerasan terhadap anak di Indonesia. Upaya lain yang dapat dilakukan 
untuk mengurangi terjadinya kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa 
nasehat kepada orangtua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalani kehidupan maupun 
dalam bidang agama. 
Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui 
hukum, baik hukum administrasi, perdata maupun pidana. Penetapan tindak pidana kekerasan pada 
anak dan upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan hukum, melalui berbagai macam tahap, 
sebenarnya terkadang pula upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, meski 
masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian 
perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas. Sistem 
peradilan pidana, baik hukum pidana positif maupun penerapannya pada dasarnya lebih banyak 
memberikan perlindungan yang abstrak. 
Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana (dengan 
sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian 
perlindungan ”in abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban penelantaran dalam keluarga. 
Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan 
menyerang, melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya 
dianggap sebagai pelanggaran. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggung jawaban pidana tidak 
ditujukan pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan secara 
tidak langsung dan abstrak. 
Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kejahatan (penelantaran) bukanlah 
pertanggung jawaban pidana terhadap kerugian / penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi 
lebih merupakan pertanggung jawaban pidana yang bersifat pribadi / individual. Dalam pertanggung 
jawaban secara pribadi / individual pada dasarnya juga terkandung adanya perlindungan korban 
kekerasan dalam rumah tangga secara tidak langsung, dan bahkan terhadap calon-calon korban atau 
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korban potensial. 
In concerto oleh badan (lembaga) yang berwenang misalnya pidana mati, penjara maupun pidana 
denda, dapat memberikan rasa puas bagi korban dan rasa aman (tenang) bagi korban potensial. 
Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak 
memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Lebih- lebih apabila korban mengalami 
kerugian secara materiil maupun secara fisik. Perlindungan hukum terhadap korban, yang bersifat 
abstrak, masih jauh dari rasa keadilan. Pemberian ganti rugi atau kompensasi dari pelaku melalui proses 
alternatif (proses diluar peradilan) justru dinilai lebih bermanfaat dan berkeadilan. Dalam UUPKDRT, 
perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan 
dalam UU Perlindungan Anak, namun UUPKDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban 
lebih konkret dan tegas. Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran, 
khususnya yang berupa pemenuhan ganti rugi, kompensasi, dan / atau restitusi seharusnya memperoleh 
perhatian dari si pembuat kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer, 15 dalam 
bukunya ” the victim and his criminal” mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan 
restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: 
1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses 
hukum pidana; 
2. Kompensasi yang bersifat kepidanaan, diberikan melalui proses pidana; 
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; 
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-
sumber penghasilan negara; 
5. Kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.14 
Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam implementasi perubahan atas Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga. 
1. Peranan Negara dan Perundang-undangan. 
Lambatnya revisi terhadap KUHPidana dan KUHPerdata sebagai salah satu penyebab lemahnya 
UU yang ada untuk melindungi anak, terutama anak yang terlibat konflik dengan hukum dan anak-
anak dalam situasi rentan di masyarakat. 
Akibat dari tidak terjadinya harmonisasi perundang-undangan adalah kesulitan dalam 
                                                             
14
 Schafer, Stephen, 1968, The Victim and His Criminal, New York: Randam House, hal. 71.  
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menggagas suatu kebijakan yang jelas, efisien dan efektif, user-friendly, mudah dikelola (manage-
able), dan sensitif terhadap kondisi lokal yang bervariasi di Indonesia. Sampai hari ini, menurut 
narasumber, anak masih dirugikan oleh produk hukum, kebijakan, maupun program pemerintah. 
Para legislator dan pemerintah di Indonesia seperti terjepit di antara tekanan internasional yang 
makin kuat, kepentingan politik dalam negeri, dan tekanan masyarakat yang membutuhkan 
mekanisme perlindungan anak yang lebih baik. 
2. Peranan Masyarakat dan Keluarga 
Walau keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk berperan 
serta dalam perlindungan anak,besarnya kontribusi kedua pihak ini sangat tergantung dari kiprah 
negara dan pemerintah. Mereka berpandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan 
merupakan sebuah upaya raksasa yang telah mengharuskan peranan negara. Masih besarnya angka 
kemiskinan, lemahnya substansi dan penerapan hukum, serta sedikitnya sumberdaya yang dianggap 
berkualitas,sebagai hambatan serius untuk partisipasi masyarakat. Seperti ketidak berdayaan keluarga 
dan masyarakat dalam melawan arus globalisasi, terutama melalui media dan pasar konsumtif, 
adalah karena tidak jelasnya visi misi perlindungan anak yang bersifat makro dan lemahnya hukum. 
Dalam konteks itu, tentu saja keluarga dan masyarakat hidup dalam kaidah-kaidah sosial budaya 
mereka yang mungkin merugikan anak tetapi memberikan manfaat lainnya bagi mereka.  
 
PENUTUP 
1. Penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah 
tangga adalah UUPKDRT dikarenakan materi yang dibahas dalam perkara tersebut (mulai dari 
tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan) korban kesemuanya adalah anak dibawah umur 
yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika dikaitkan dengan asas hukum lex sepecialis 
derogate lex generally (Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat 
khusus jika pembuatnya sama). 
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah 
tangga adalah: adanya berbagai upaya dari masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak 
hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat 
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses 
pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan. 
3. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah hukum positif 
di Indonesia sudah mencoba untuk mencakup berbagai aturan untuk melindungi kepentingan anak, 
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baik atas dasar kerentanan atau pemeliharaan, hak-hak fundamental. Dalam upaya melindungi anak, 
berbagai Konvensi Internasional serta aturan-aturan sudah diadopsi akan tetapi pelaksanaannya yang 
belum maksimal. 
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